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ABSTRAK

The purpose of this research is to find out the reasons for arrest in the investigation of a
criminal case and the reasons for detention in the investigation of a criminal case. By
using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. The reason for an
arrest in a criminal case investigation is for the purposes of an investigation or
investigation carried out by an investigator or investigators at the behest of an
investigator against a suspect who is strongly suspected of committing a criminal act
based on sufficient initial evidence, namely initial evidence to suspect there is a criminal
act. 2. The reasons for detention in the investigation of a criminal case are reasons
according to law and reasons according to necessity. The reason according to law is that
there must be a strong suspicion based on sufficient evidence that the person has
committed a criminal act, and that the criminal threat for that criminal act is five years
or more, or a certain criminal offense determined by law, even if the criminal threat is
less than five years. year. Legal reasons alone are not enough to detain someone because
in addition there must be reasons according to necessity, namely the fear that the suspect
or defendant will run away, or damage/disappear evidence or will repeat a criminal act.
Keywords: Investigation, Probe, Arrest

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan penangkapan dalam penyidikan
perkara pidana dan alasan penahanan dalam penyidikan perkara pidana. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Alasan
penangkapan dalam penyidikan perkara pidana adalah untuk kepentingan penyidikan atau
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik terhadap
tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang
cukup yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. 2. Alasan penahanan
dalam penyidikan perkara pidana yaitu alasan menurut undang-undang dan alasan
menurut keharusan. Alasan menurut undang-undang yaitu harus ada dugaan kuat
berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana, dan
ancaman pidana untuk tindak pidana itu lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu
yang ditetapkan undang-undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.
Alasan hukum saja tidak cukup untuk menahan seseorang karena di samping harus ada
alasan menurut kebutuhan yaitu adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan
melarikan diri, atau merusak/menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi
perbuatannya.

Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan
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PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang- Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Menurut Penjelasan Umum Undang-
Undang Dasar 1945, khususnya penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara
dinyatakan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (machtstaa)t”.

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan,
aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa yang
ditugaskan serta mengerti aturan hukum yang berlaku (UUD, Undang-Undang, PP,
PERPPU, Kepres, Permen, Perda, dil) mereka mengerti akibatnya bila tidak dilaksanakan,
ditaati dan diakui oleh masyarakat, penegak hukum bertugas melaksanakan kewajibannya
untuk menegakkan hukum dan aturan pemerintah secara murni dan tegas, contoh lembaga
penegak hukum antara lain Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung,
dan Komisi Yudisial.

Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga
yang telah disebutkan sebelumnya (Kepolisian, KPK, Mahkamah Agung, Komisi
Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal
Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP). Lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan
sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses
Peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi,

atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian
hukum normatif, sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian
kepustakaan, merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap bahan-
bahan hukum tertulis. Berikut adalah beberapa aspek penting dari penelitian hukum
normatif. Penelitian ini menelaah berbagai dokumen hukum seperti undang-undang,

peraturan, putusan pengadilan, literatur hukum, doktrin, dan berbagai sumber hukum
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lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan mengkaji
konsep-konsep hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini dengan memanfaatkan bahan hukum primer
(seperti undang-undang dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (seperti
buku, jurnal, dan komentar dari pakar hukum). Analisis yang dilakukan dengan
menginterpretasikan teks-teks hukum untuk menemukan makna dan implikasi hukum,
untuk menemukan, menjelaskan, dan memahami norma-norma hukum serta
penerapannya dalam konteks tertentu. Penelitian ini juga bertujuan untuk
mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam hukum yang ada dan

menawarkan solusi atau rekomendasi untuk perbaikan.

PEMBAHASAN
Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat
atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat
atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang- undang ini.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk
mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas
mambuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :!

a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh

penyelidik/penyidik

b. Laporan polisi

c. Berita Acara pemeriksaan di TKP

d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa

yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.

1 M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 him 56
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b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi

jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya

c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan
salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.

Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada
Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13
Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari
bahasa Belanda, yaitu opsporin.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan
bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan
kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah criminal
investigation”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan
dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya.
Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan
fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini
dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana
dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah
terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :2

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
b. Kapan tindak pidana itu dilakukan

c. Dimana tindak pidana itu dilakukan

o

Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan

2 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/11420/11009
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f.  Mengapa tindak pidana itu dilakukan

g. Siapa pembuatnya
Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :
a. Penyelidikan

b. Penindakan, pada proses ini meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan

c. Pemeriksaan, pihak yang diperiksa ialah saksi, ahli dan tersangka

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang mencakup Pembuatan
resume, penyusunan berkas perkara serta penyerahan berkas perkara

Kegiatan Penyidikan :

a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di
ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan
tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.*

b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh
penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada
hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut
berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan.

c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan,
kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti
ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan
peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas
dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan
pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari
proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik
pembantu

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang
menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan,

8 Pasal 1 butir 5 KUHAP
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dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah
sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan
keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap

Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka
hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut
perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan
hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas
dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya
pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang
disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau
perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.

Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak
memihak.*

Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan
berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-
undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.

Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan
dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera
diajukan ke penuntut umum

Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan
tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya

atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

Penangkapan

Penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan,

penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya

sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Definisi

penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah “suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup

bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari

4 Marpaung,leden. Proses penegakan perkara pidana, sinar grafika, jakarta, 1992 him 43
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(24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat
syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud
dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat
suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah
penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka
tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka
berhak untuk segera dilepaskan.®

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap
seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang
cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, definsi dari “bukti permulaan yang
cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 butir .Pasal ini menunjukan bahwa perintah penagkapan tidak dapat
dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul
melakukan tindak pidana.

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17
KUHAP.

- Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,

- Dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17
KUHAP ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi
Pasal 1 butir 14 KUHAP.® Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan: “’Pasal
ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-
wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”.

Pengertian “bukti permulaan yang cukup” dari pendekatan teori dan praktek,
masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba
mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP maupun pengertian itu
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP, masih belum mampu memberi
pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir
14 KUHAP, hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP. Atau

5 Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta, 1990 him 17

6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap dengan Penjelasan, Penerbit:Karya Anda, Surabaya,
Hal.13
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sebaliknya, pengertian permulaan bukti yang terdapat pada Pasal 17 KUHAP hanya
merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 14 KUHAP.

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik
apabila seseorang itu: “diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung
oleh permulaan bukti yang cukup”. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan
bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian
penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan demikian, bisa menimbulkan
“kekurangpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi
Praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.

Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan
penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh karena
penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan
prinsip: harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta
harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya
alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan
diselewengkan untuk maksud lain diluar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
Penahanan

Pengertian penahanan menurut KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 1 Butir 21 jo
Pasal 20 KUHAP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal
menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Sedangkan pada masa berlakunya
Het Herzien Islands Reglement tidak memberikan pengertian penahanan secara singkat,
tetapi hanya di jelaskan Pada Pasal 75 ayat HIR bahwa : (1) kalau keterangan-keterangan
cukup memberikan menunjukan bahwa si tertuduh itu bersalah dan ia perlu sekali ditahan
untuk kepentingan pemeriksaan atau menjaga supaya melakukan perbuatan jangan di
ulanginya lagi atau menjaga untuk ia jangan lari, maka dalam hal yang di tentukan pada
ayat 2 pasal 62 pegawai penuntut umum atau pembantu jaksa yang melakukan
pemeriksaan itu dapat mengeluarkan perintah untuk menahan sementara. (2) Peraturan
dalam Pasal 62, 71 ayat 2 dan72 berlaku untuk perintah ini.’”

Menurut Sutomo Surtiatmojo dalam Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR)

7M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan

Penuntutan),Sinar Grafika,Jakarta,2005.
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terdapat dua bentuk penahanan yaitu penahanan sementara dan penahanan saja.
penahanan sementara adalah penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum atau
pambantu jaksa selama dua puluh hari. Sedangkan penahanan yang sudah lewat dua puluh
hari beserta perpanjangan-perpanjangan dari hakim atau ketua pengadilan negeri Selama
tiga puluh hari dan seterusnya sudah merupakan penahanan saja tanpa kata sementara (
Pasal 75 (1) jo Pasal 72 (1) jo 62 (1) jo Pasal 83 ¢ (4) HIR).” Penahanan saja tanpa ada
kata sementara adalah penahanan yang dapat berjalan seterusnya tanpa ada batas yang

konkret”.
Perpanjangan Penahanan :8

1. Penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik,
Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang - undang yang
berlaku.

2. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung
jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan
penuntutan.

3. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus
dimulai dari sejak penangkapan/ penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum,
dan Pengadilan.

4. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga
Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka/ terdakwa harus
dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakat maka tenggang-tenggang waktu
penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.

5. Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab
atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan
Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.

6. Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan
perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

7. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit,
sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama

dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga
menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi
ditangguhkan.

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan
penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP
tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.®
Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang
ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun
1983.

Yang dapat mengajukan permohonan penang-guhan adalah tersangka/
terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).

Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat
ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan
terdakwa/ penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.

Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap
harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35
PP No. 27 tahun 1983).

Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak
diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.

Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang
jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak
membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap
barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian
barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.

Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai
terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai
penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup

mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.
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17. Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya
dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi,
Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa
ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat
(1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.

18. Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkan—-nya penetapan perpanjangan
penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua
Pengadilan Negeri harus  menyampaikan  surat ~ permohonan
perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa
penahanan berakhir.

19. Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka
kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding
tersebut.*®

20. Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi
tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.

21. Apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka
penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.

22. Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus
dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22
ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat
menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).

23. Yang berwenang mengeluarkan tersangka/ terdakwa demi hukum dari tahanan

adalah pejabat ditempat mana tersangka/ terdakwa ditahan.

PENUTUP
Kesimpulan
1. Politik hukum Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP dapat dilihat dalam
Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Secara umum kewenangan
Penyidikan dalam KUHAP dipegang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hal ini didasari dengan dianutnya asas diferensiasi fungsional oleh KUHAP. Asas

diferensiasi fungsional berarti setiap aparat penegak hukum dalam sistem
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peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah satu dengan
lainya, dalam batas yang jelas terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan pada
rangkaian penegakan hukum.

2. Penangkapan dan penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan
oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik
atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia
bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa.
Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif
maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan
melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa.Oleh karena itu, aparat
penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai
dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip

proporsionalitas.
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